
BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR: J.$ TAHUN 2O{1

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

OTTIIS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang

Mengingat

:4. bahwasebagaipelaksanaanketentuandalamPasal55Peraturan
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Oigu;i*ri dah Tata ferja Dinas Daerah Kabupaten Katingan

;;6;g;il;na tetah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

zori t"ntung perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan

N;r"; S fihun 2008 dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

iutingun, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

KabuPaten Katingan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksudpada

nrrur a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan'

undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

["p"gi*rian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

fVoir,i. 55 Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor

so+r) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43

Tahun fggb (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

frfomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

38e0);

Undang undang Nomor 5 Tahun 2oo2 tentang Pembentukan

fiUupit"n Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten.Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabup.aten Gunung

Mas, Kabupaten fUuiung Raya dan Kabupaten Ba!!o Timur di

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2OOZ Nomor 1ti' Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a180);

undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (

Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47

iirUun.n Leribaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

f*fegatjt Lembaran Negara Republiklndonesia tahun 2004 Nomor 5

failUanin Lembaran tttegara Republik Indonesia Nomor 4355);

undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

p.rutriun perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun zoo+ Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

b.

:1.

2.

4.



6. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah- (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

seUagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tenAng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas undang

Undan! Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

meniaJi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

rahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas

undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerali (Lembarin Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8

Tambahin Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$afl;

undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antaia Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor L547);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2000 tentang Pengakatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerinbh,
pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun ZA07 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aTaD;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

2008);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan tahun 2011 Nomor 3).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7.

9.

11.

13.

L4.

15.

8.

10.



MenetaPkan :

BAB I
KETENTUAT{ UMUIII

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini,lmng dimaksud dengan :

l,PemerinEhanDaerahadalahpenyetenggaraanunFanpemerintahanolehPemerintah
Daerah dan DPRD menurut.sas otonumflan tuEas pembantuan dengan prinsip otonomi

seruas - tuasnya oitam sistem 
- 
aan prinsip 

-Negara 
Kesatuan. Republik Indoneia

sebagaimana oimat<sud dalam undang unaang oasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daemh sehagai penyelenggara Pemerintah

Daerah;
3. perangkat Daerah adarah organisasi / lembaga pada pemerintah Daerah, terdiri dari

Sekretaris paeran, S"fr"atit dfRO, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

4. Bupati adalah BuPati Katingqn;

5. Sei<re6ris Daerafr adalah *ketaris Daerah Kabupaten KAtingan;

e. Dinas Kesehahn adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinal Kesehahn Kabupiten l€tingan; . .

g. Kelompok:anaffin runisionaf adalah kelompk se3umlah tenaga dalam ieniang fungsional

Ving tlr6iri dari berbagii kelompok sesuai denEan keahliannya;
g. unit pelaksana rernis 

-oin"r 
selinjutnya dising[at UPTD adalah unsur pelaksana operasional

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;

10. peraturan gupati setaniutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Katingan'

BAB II
PENETAPAil

Pasal 2

Dengan peraturan BupaU ini ditetapkan Tugas Pokok dan tungsi Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan

BAB UI
SUSUT{AN ORGAilISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
Z. Sekretaris, membawahkan :

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. KePala Sub Baglan Keuanganl

a. reimla sub tsagian penyusunan program dan Pelaporan.

3. Kepala Bidang Peliyanan KesehaBn, membawahkan :

a. KePala Seksi Kesehatan Dasar;

b. KePala *ksi Kesehatan Rujukan;

c. KePala Seksi Kesehatan Khusus'

4. fepafd Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :

a.'Kepala se-tsl pengendalian dan Pemberanhsan Penyakit

b. KePala Seksi Wabah dan Bencana;

c. Kepala Seksi Kesehatan Ungkungan'

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KATTNGAN TENTANG TUGAS POKOIQ

iUTIEST DAN TATA KER]A DINAS KESEHATAil KABUPATEN

KATINGAN



7.
8.

Kepala Bidang Pengembangan sumber laya Manusia Kesehatan, membawahkan :

a.' t<epala Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;

b. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan;

c. Kepala SeKi Registrasi dan Akeditasi'

llp#eid.ng Jamiian dan sarana Kesehatan, membawahkan :

a. Kepala SeksiJaminan Kesehatan;

b. fepala Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;

c. KePala Seksi Kefarmasian.

Unit PelaGana Tcknis Dinas (UPTD);

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten rGtingan sebagaimana tercanhrm dalam

lampiran Peraturan BuPati.

BAB IV
TUGAS POKOI(, FUIIGST DAN XEWEl{At{GAil

Bagian Ksatu
Dinas (emhatan

Pasal 5

Dinas Kesehatan mempunyai h.rgs pokok membantu Bupati dalam melalaanakan kewenangan

desentrarisasi dan o"[inrdnt siai uiaang kesehatan sesuai dengan kebiiakan yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas K*hatan

menyelenggarakan fu nEsi

1. perumusan feniiir<in ieknis di bidang kesahatan sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupau

berdasarkan Perituran Perundang - undangan yang berlaku;

Z. Koordinasi p.ogiu* pembangunin kesehulrn,-pengolahan data dan informasi kesehatan

serta peniliUan pengembangan kesehatan;

3. pelaksanaan p.il"-naafan?an pencegahan pe.nyakit, penaggulangan wabah dan Kejadian

Luar Biasa (KLB) serta pmuinaan penyehatan lingkungani

4. penyusunan, S*rrsan dan penjabaran kebSikan- teknis pelayanan kesehahn dasar,

rujukan, dan khusus;

o. pembinaan aan 
-peirgrwasan, 

kefarmasian, makanan dan minuman s,erta pengobatan

tradisional;
6. pemberlan registrasi serHfikasi, lisensi dan akeditasiterhadqp tenaga ksehatan dan gizi;

7. pembinaan, punauyigJnaan 
' 
Aan pengembangan sumber daya ksehatan, teknlogi

keehatan dan gizi;
g. pembinaan pimisi kesehapn meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), kesehatan keluarga dan gizi;

9. Pembinaan, pelayanan, Fngawasan, rengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan kesehatan; dan

r o. i'enyelenggaraan urusan kesekrebrisan dinas'

Pasal 7

Untuk metalq5anakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Dinas Kesehatan

mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Melaksanakan 
-GtnUinuu,i dan pengendalian ten6ng surueilans penyakit menular

keseluruhan puskmmas se - Kabupaten Kafinggni

z. Melakukan p"-viioifl"-iertradap umbutnya keiadian luar biasa penyakit menular yang

terjadi di Ketamaan dan memiliki kesatuan epidemis;

;

l

I

i

I



3. Menata manajemen program imunisasi di Puskesmas dan menata pengendalian faKor

resiko terjadinya penyakit menular;

4. Menata p"n.*rui Oan tatalaksana kasus penyakit menular Kecamatan;

5. Menata p"ng.nJitian faktor resiko to:uOinyd penyakit iantung dan pembuluh darah sefta

penyakit metabolik di Kecamatan;

6. Penatalaksanaan kasus dilapangan wilayah bencana dan wilayah kejadian.luar biasa;

7. Membina 1.nun.j.run penceganin dan pencemaran lingkungandi Kecamatan;

L PenyelenggrtuJn tu*.ilunt 
-gizi 

burut< dan pemantaual penanggulangan gizi;

9: pemUinaili dan pengendalian pelayanan kesehatan haji;

ib. p"ng.rolaan peliyarian kesehatan ruiukan sekunder dan tersier teftentu;

11. pembinaan oan pengendarian upryu kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil dan

kepulauan;
fZ. ne,iistrasi, akreditasi, sertifikasi rencana kesehatan sesuai Peraturan Perundang-

Undangan Yang berlaku;

13. Pengelolaan penyelenggaraan dan bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan

kesehatan;
14, Pendayagunaan tenaga kesehahn;
15. Pendidikan dan latihan tungsional;
i;: ir;ry"diaan oan leng"roi.u"ri buffer.stock oba! alat kesehatan, reaggnla dan vaksin;

17. Sertifikasi saranS-prL=aur<si aan distribusi alat kesehatan, pemuitalan kesehatan rumah

tanEga;
1g. Pemberian rekomendasi ijin industri komiditi ksehatan, PBF dan pedagang besar alat

kesehatan;
lg.PenyelenggaraanpromotifkesehatanskalalGbupaten;
20. Bimbingan dan peirgendalian norma, standar, prcsedur dan kriteria bidang kesehahn;

ii. girOin6an dan penlendalian organisasai profesi kesehatan; dan

iZ. eenyet[nggaraan penilitian dan pengembangan kesehatan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal I

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,- membina, mengkoordinasi, merencanakan serta

menetapkan p*grirrn'[etiil hta kefii, dan mengembangkan scm.ua. kegiatan di bidang

[.."tjan serta-n"ranggudg jawab 
-abs 

terraksananya hrgas pokok dan fungsi Dinas

Kmehatan.

Pasal 9

untr.rk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Kepala Dinas Kwehatan

menyelenggarakan fungsi : 
.

i.- p.rr*-,ion r."uUufin Eknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan gupati berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Z. Pengoordinasian penyusunan progarcm Pefbanpunan kesehahn, pengolahan data dan

infoimasi s*€ penilitlan dan Bengembangan kesehatan;

3. pelaksanaan p*-ng"nJuliun p"iryartU peninggulangan wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB)

serta pembinaan penyehatan lingkungan; . ,-------
4. penyusunan p"**u'r"n dan penja6arin kebiiakan teknis pelayanan kesehatan dasar,

rujukan dan khusus;
5. pembinaan Aan-lengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serh pengobatan

tradisional;
6. pemberian registrasi, sltifikasi, lisensi dan akreditasi terhadap Enaga kesehaEn, teknologi

kesehatan dan gizi skala lGbupaten;

7. pembjnaan, ninAayigunran'dan pngemb.angan sumber daya ke9ehatan, teknologi

kesehatan dan gizi;
g. pembinaan prohosi kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, IPKM, kesehabn

keluarga dan gizi;



g.pembinaanpngendalian,monitoring,evaluasidanpelaporanpenyelenggaraantugaspokok
dan fungsi bidang kesehatan;clan

10. Meraksanakan tugas rain yang. diberikan pimpinan berdasarron peraturan Ferundang

Undangan Vung #rlifu Grdasarf<a;dt tudn Perundang Undangan yang berlaku'

Bagian Ketiga
Sekrefiaris

Pasal 1O

sekrehris mempunyaitugas mengkoordinasi penyususnr progmm dan penyelenggaraan tugas

tugas bidang ,"#i"rpudu dan-tugm rerrvunan administratif serta perrengroBan, keuangan,

kepegawaiun, f.t=ir*liin,-prototiol, hubungan r.nTyalakat sefta rumah tangga' organiesai

dan tataraksana, anarisis jabatan serta dokum;nusi perah.rran perundang undang pada Dinas

Kesehatan.

Pasal 11

untuk melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud daram pasar 10, sekretaris meyelenggarakan

fungsi :

1. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, surat menyura! perlengkapan' rumah tangga

dinas, lapran aku-ntabiliEs kinerja dinas dan laporan lainnya;

2. Felaksanaan pengeloaan administrasi keuangan;

3. pelaksanaan penielolaan administrasi dan manajemen kzuangan;

4. pelaksanaar p"rg.i"iian administrasi pendidikan *1 latihan pegawai;

i: i"ng"lolu"n iOministtasi dan tatalaksana serta analisis iabatan;

6. Pelaksanaan penyampaian infiormasi kepada masyaraka$

7. pembinaan, p"l;y#n,-p"ng"naatian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan fungsi;
g. eifrbing.n oui perrr,ranaan waskat terhadap bawahannya; dan

g. Melaksanakan Irgit tugas lain yang Oihrifan oleh pimpinan berdasarkan peraturan

Perundang Undangan Yang berlaku'

Pasal 12

Sekretaris membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Progr:am dan Pelaporan;

Z. Kepala Sub Bagian Keuangan;

3. febata Sub Bagian Umum dan Kepegawaian'

Pmgnf 1
Sub Bagian Program dan HaPmn

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Pelaporan 9T Program mempunyai tugas penyusunan kebiiakan dan

program stratggis di bidang kesehatan, t6Ugafan PrograT, 
pengumpulan dan pengolahan data

kesehatan, pengendalian, pmantauan, evaiuasi cian analisis serb pelaporan hasil pencapaian

dan pemanfaatan Program.

Pasal 14

Unh.rk melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepala Sub Bagian Program

dan PelaBoran menyelenggarakan fungsi :

1. Pelalaanaan uruSan penyusunan prqram, plaporan dan koordinasi perencanan

pembangunan kesehatan di lGbupaten;

2. Penyelenggaraan urusan Fnyusunan rencana silat€gis, rencana kerja dan kebijakan

pxlEram di bidang kesehatan;

3. Penyelengaraan urusan perumusn kebijakan dan program program kesehabn;



4.Penyelenggaraanpenyusunananggaranpembangunankesehatanyangdikoordinasidengan
bidang - bidang;

5. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi sefta pelaporan pelaksanaan program

6,

7.
B,

H#ililLaraan penyusunan LAKIp,.penetapan Kinerja, LPPD dan LKPI dan Profil Dinas

k#;.# yang o'rroorainasi dengan bidang- bidang;

Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;

pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaporan pelaksanaan

tugas dan fungsi; dan
g. Melaksanaka, ilgr; tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan Peraturan

Perundang Undangan Yang berlaku'

Paragmf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 15

Kepala sub Bagian Keuangan ryemPtnya -tugas 
melaksanakan penyusunan anggaran belanja

dinas kesahatan, p"i.Gini"n administratl fe,iungrn dan pembinaan te*radap bendahara'

Pasal 16

untr.rk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Kepala Sub Bagian Keuangan

menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan angg.hn, perbendaharaan dan pembukuan keuangan;

,. i,"litounu"n bimbingan dan pembinaan bendahara;

3. Pelalsanaan pengawasan terhadap bendahara;

4. pembinaan, pengindalian, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan fugas;

5. Melakukan verifikasi anggaran kegiatan;

6. Menyusun 6p*n f."Siffi seeara-Oerkala sesuai ketentuan yang berlaku; dan

l, Melaksanalon t g.;"t g.i l"in Vang dibetikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang

Undangan Yang berlaku.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan KePegawaian

Pasal 17

Kepala sub bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi

kepegawaian, tdmuJnaan, perf'enlf<apan 9qn rumah tangga, kehumasan' protokol'

organisasi oan atar"rsa-nr, inilirir 3anitandan dokumenEsi Peraturan Perundang undangan'

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Kepala Sub Bagian umum

dan Kepegawaian menyelenqgarakan fungsi :

1. PenyelenggaraaR u;usan Xetatausahain, surat menyurat dan keprotokolan;

2. Penyelenggaraan urusan perlengkapan;

3. Melaksanaan p"nrt rt hian administrasi dan barang inventaris milik pemerintah;

4. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;

5. penyetenggaftlan informasi bidang kmehahn;. 
.

6, pengebdan p".purat 
"an, 

organisasi dan tatalaksana, serta analisis jabatan;

7. Penyusunan formasi Pegawai;
8. Penyusunan Daftar urut KepangkaBn (DUK);

9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;

10. Pelalqanaan kqejateman p-egawai ;
11. pengumpuran 6ri penyiapin-pentrran Perundang Undangan di !i9'ng ksehatan;

12. pembinu.n, p*g"ia.ti.n, monitoring, gvalyasidin pelaporan pelaksanaan hrgas; dan

13. Melaksanrrn trdu, 
-il;; 

hin yangiiuerkan pimpinan berdasarkan peraturan Penrndang

Undangan Yang berlaku.



Bagian KemPat
Bidang PelaYanan Kesehabn

Pasal 19

Kepala Bidang pelayanan Keehatan mempunyai tugas penyelenggaraan upaya kesehatan

il;;;rGy; [esen#n ruiukan dan upava kesehatan khusus'

Pasal 2O

untuk meraksanaron tugas sebagaimana dimaksud daram pasal 19, Kepala Bidang pelayanan

Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan ,"n#ni-rerbinain dan pengendarian perayanan ksehahn dasar termasuk

peningkahn Perbaika n gizt:.

2.Penyusunanpedomandanrumusankebijakanupayaperbaikandanpeningkafankewhatan
keluarga;

3. Penyusunan rencana pembinaan upaya pu{ra!!.rn danpeningkatgn kee.hatan keluarga;

4. penyusunan ,p;;'p"*6i*.rt irin b"ouiful yrta peningkatan kesehaan keluarga

ie-#asuf fsefratan remaja, ibu dan anak serta lanjut usia;

5. Pemantuan penanggulangan gizi buruk;

6. pembinaan, p"rn.i6Jinieuaiu.si dan pelaporan pelaksanaan tugas dan tungsi;

i. f'lemUimUirid dan melaksanakan waskat tefiadap bawahannya; dan

g. melaksanaxan Gii n g.r lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang

Undangan Yang berlaku.

Pasal 21

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan :

1. Kepala Seksj Ke$ehatan Dasar

2. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan

3. Kepala Seksi Kesehahn Khusus

Pamgmf 1
Seksi Keehaihn Dasar

Pasal 22

Kepala seksi Kesehatan Dasar mempunyai fugas pembinaan dan pengendalian pelayanan

kaehabn dasar, 
-p"nv*rnun 

pedoman' dan perumusan kebiiakan upaya perbaikan dan

p""i;tk*n keseha'un ketuarsa ian nemaStagl 
,;n"nnnulangan 

gizi buruk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pastrll 77, Kepala seksi Ke*habn

Dasar meYelenggarakan fungsi

1, penyusunan rencana pefrHnaan dan pengeld3llT pelayanan kmehatan dasar;

Z. penyusunan pdoman dan perumusari kebijakan upaya perbaikan dan peningkahn

kesehatan keluarga;
3. penyusunan rencina pembinaan upaya perbaikan dan peningkatan kesehatan keluarga;

4. penyusunan p.ao*.ri teknis oan iemuinaan upaya kesehatan daerah perbabsan, terpencil,

dan daerah mwan;
5. pelaksanaan ,i,w. pembinaan dan perbaikan serb peningkatan kesehabn keluarga

6.
7.

8.
9.

termasuk kesehatan remaja, ibu serta lanjut usia;

Pemantauan penanggulangan gizi buruk;
pembinaan, p"ng"iialian] m6nitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi;
Meliporkan kegiatannya secara berkala; dan

Melaksanakan tugas tlgas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang

Undangan yang berlaku.



2.
3.
4,
5.

6.
7.
8.

Pamgmf 2
Sekii Kehatan Ruiukan

Pasal 24

Kepala seksi Kesehatan Rujukan mempunyai hrgas pelaksanaan rekomendasi, periiinan dan

akreditasi Rumah S.i{t,;i*bingun aan fun6endalian pelayanan kesehatan rujukan'

Pasal 2!i

Unhrk melaksnakan hgas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Kepala seksi Ksehatan

Rujukan menYelenggarakan fungsi : . ,

1. penyusunan re.io*rn tekn-is peraksanaan rrkomendasi, periJinan dan akreditasi Rumah

Sakit;
pelaksanaan pembinaan dan pengendalian serta penetapan pelayanan kesehatan rujukan;

b;i;k#;.n pembiaan rekomendasi, per-rjinan dan akeditasi Rumah SakiU

Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan terkaiu

pembinaan, petayaian, plngundalian, moniioiing, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan fungsi;
p;,u;;.n p-"do*., bimbinga n dan. pengendalia n Kesehatan Rujuka n ;

Meliporkan kegiatannya secara berkala; dan

Meraksanakan tugur'ilg;;l;i; yang d'rberikan pimpinan berdasarkan peraturan perundang

Undangan Yang berlaku.

Pamgraf 3
Seksi Kesehatan Khusus

Pasal 26

Kepala seksi KgehaEn Khusus mempunyai tugas pencegahan penyakit, kesehatan jiwa, mata'

r,iii,6#nahn kerja dan kesehatan gigi dan mulut'

Pa l27

Untuk meraksanakan hrgas sebagaimana dimaksud daram pasar 2o Kepala seksi Kmehatan

Khusus menYelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan upaya pengamatnn dan pencqahan penyakit, kesehahn jiwa, mata, haji,

kesehatan kerja, kesehatan gigidan mulut;

Z. penyusunan p.io*rn ,pry. 
-kesehatan 

khusus yang melipug kesehatan jiwa, ma6, haji,

keehabn keria' kesehaEn gigidan mulut;

3. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan upaya kesehatan khusus;

4. pembinaan, reiufr*n, pen'genOalian, moniioring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan fungsi;
5. U6laportcan kegiatannya secara berkala; dan

6. Melaksanaka, trg.r iilgiiiirn yang dtberikan plmpinan berdasarkan Peratrran Perundang

Undangan Yang berlaku.

Bagian KeemPat
Bidang Pengendalian Masalah Kehatan

Pasal 28

Kepala Bidang kngendalian Masalah Keehatan mempunyai tugas penyelenggaraan

pelgenOafian 
-dan ptmberanhsan penyakit, pengendalian wabah dan bencana serta

penyehatan lingkungan.



Pasal 29

untuk meraksanakan tugas sebagaimana dimaKud daram pasal zB, Kepala Bidang

iuffi.Ailiu, Masalah Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Bimbingan dan pengendarian p"nv.r.ngl"rraan pembtrantasan penyakit meliputi surueilans

epidemiologi, plng6ndaliun p.nyukit iienular' langsung, penyakit bersumber binatang'

p[.vir.it tiiar menular, imunisasi dan kesehatan mata;

2. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan pengendalian wabah dan bencana yang

melipufr kesiapsiigaa-n, mitigasi, anggap darurat dan pemulihan;

3. Bimbingan dan pengendalian per,fttenggaraan . 
pnyehatan lingkungan yang meliputi

penyehatan fuatiias 
-Ar, 

kualitas Lingtirig.n, kawasan dan sanitasi darurat' sanitasi

I'ti(un.n dan bahan pangan serta pengamanan limbah.;

4. pembinaan, p"G*ailiai, monito.ing,-evaluasi.dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i: nenyusunan dan pengolahan data I peta penyakit; 
,

6. penyusunan progi.tn-kegiatan yang berkaitan.denga.n bidang tugasnya;

i. Koordinasi Ain imfronisasi program dengan bidang terkaiq dan

B. Melarcanakan tugas lain yang diberilian pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang

Undangan Yang berlaku.

Pasal 3O

Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :

i. 
-fepal, 

Sit<si nelgendalian dan Pemberantasan Penyakit;

2. Kepala SeksiWabah dan Bencana;

3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan'

Paragraf 1

Seksi Pengendatian dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 31

Kepala seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyediakan,

*.nvirpun dan menoistriuusi vaksin dan alat suntik, melaksanakan sosialisasi program

imunisasi, penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular teftentu'

Pasal 32

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Kepala Seksi Pengendalian

dan Pemberantasan Penyakit menyelenggarakan fungsi :

i. UenyeAiakan, *enyirpun, dan mendistribusikan vaksin dan alat suntik yang bermutu;

i. Menyediakan dan memelihara rantai dingin dari vaksin;

t: uenyediakan informasi tentang manajemen program imunisasi di Kabupaten Katingan;

4. Meniosialisasikan kebijakan nasional tentang program imunisasi ;

5. Mensosialisasikan kebuakan nasional tentang program penanggulangan penyakit menular

seperti Malaria, AIDS,-Penyakit Kelamin, Deham Berdarah, TBC, Campag Polio, Diftheri,

Hepatitis, Kusta, pn"r*oniu, Diare, Filariasis, Flu Burung, Rabies, dan penyakit menular

yang baru muncul;

6. Mensosialisasikan kebijakan nasional tentang program penanggulangan penyakit tidak

menular tertentu seperii Diabetes, Jantung Koroner dan lain - lain;

7. Menyediakan informasi tentang upaya penemuan dan pengobatan penyakit dan penyakit

tidak menular teftentu di kecamatan dan Rumah SakiU
g. Menyediakan nintuan untuk melaksanakan imunisasi di wilayah penanggulangan Kejadian

Luar Biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;

9. pembinaan, pung.nduliJn, monitoring, evalulsi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

10. Melaksanakan tlgas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang

Undangan yrng UEl.ku berdasJrkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku'



Paragraf 2
Seksi Wabah dan Bencana

Pasal 33

Kepara seksi wabah dan bencana mempunyai tugas. mensosiarisasikan dan memberikan

informasi, mendistriLurifin, menyediakan Uunt un teknis terkait penyakit menulara dan KLB;

KePPla Seksi Wabah dan Bencana

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Kepala sekSi wabah dan

Bencana menyelenggarakan fungsi : ,^:,--- ^-:r^d:^r
1. MensosialisasirJi rceogakan iasional tentang program surveilans epidemiologi;

z. Menyediakan informasi tentang punv.Nt trinut-tar_secara berkara dari Rumah sakit dan

Puskesmas, memantau sistem kewaspadaan dini KLB 9i Kecamatan;

3. Menyediakan. menyimpan dan rn.nairtriousikan peralatan dignostik, obat - obatan seabagi

buffer stock, atzu'oUit - obatan ,ntuf penanggulangan pelyakit menular dan penyakit

tidak menular tertentu, serta untuk penyebab penyakit pada KLB;

4. Manyediakan nanluan'teknis untukiunl*uun dan pengobatan penyakit pada KLB penyakit

menular atau penyakit tidak menular;

5. Menyediakan bintuan teknis ain memfasilitasi pengendalian bencana meliputi

kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan;

6. pembinaan, p.ngu;d.tian, ilonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

7. Menyusun progrlm kegiatan dengan bidang tugasnya; dan

g. Melaksanakan tugas iain yang diberikai pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang

Undangan Yang berlaku.

Paragraf 3
Seksi PenYehatan Lingkungan

Pasal 35

Kepala seksi penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mensosialisasikan dan penyuluhan

kesehatan lingruniin, *"nyediakai informasi komponen lingkungan dan sanitasi air bersih.

Pasal 36

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Kepala SeKi Penyehatan

Lingkungan menyelenggarakan fu ngsi :

r. -Ueniosialisasikan -[eb'rjakan 
nasional tentang pencegahan peny.a-kil melalui program

intervensi terhadap ling-kungan, baik lingkungan biologi maupun non biologii

z. Menyediakan ini6rmali tentang koniponen lingkungan antara lain. binatang penular

penyakit, *rrn dengan sanita$ air bersih dan ianitasi dasarnya,. TTU sanitasi air bersih

hrn'*nitusi dasarnyi, TPM serta sanihsi air bersih dan sanitasi dasarnya, kawasan sefta

sanitasi air bersih dan sanitasi dasarnya;

3. Mengkoordin.s] upayu pengendalian lingkungan yang menjadi perantara masuknya penyakit

dengan lintas seKor terkai$
4. Melaksanakan p"nvrrunan'repaaa masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan sehat

melalui media ietak dan elektroni( pameran dan lain - lain;

5. tutenyediakan bantuan teknis untuk melakukan pengendalian lingkungan pada KLB yang

berkaitan dengan lingkungan;
6. Mengkaji pengembangan wilayah / kawasan sehat;

7. pembinaan, pengenUa"lian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g. Melaksanakan tirgur lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang

Undangan Yang berlaku.



Bagian Kelima
Bidang pengmrbangan Sumber llara tlanusia Kesehatan

Pasal 37

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempun)'ili tugas

penencanaan dan peniayagunian, pendidikan dah pehtihan, regisffiasi dan akeditasi'

Pasal 38

Unhrk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang

p.ng.*bungan Sumbet Oiyu Manus'la .Kesehatan 
menyelenggaraQn fu ngsi :

i. il*O.rlIn Umbingan din pengendalian perencanaan dan pendayagunaan;

Z. pemberian bi*#;; Ain i"ng"dalian penyelenggaraan pendidikan dan.pelatihan;

3. pemberian bimbingan dan pengendalian p"nv"l"nggaraan registrasj dan akredihsi yang

meliputi regisk;i;ifrJiAii, piti:i"un t"'n"gi melIs, Perawa! bidan, tenaga tradisional

terlatih;
4. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasidan pelaporan pelaksanaan tugas;

5. Menghimpun per.aturan untuk pedoman pelalaanaan tugas;

6. Menyusun progrcm kegiatan sesu{ bidang tugasnya;

l. Melakukan koordinasi ian sinknonisasi program dengan bidang terloi$ dan

g. Melaksanakan hgas lain yang dibe'rika; pimpinan hrdasar{<an pemturan Perundang

Undangan Yang berlaku.

Pasal 39

Kepala Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia kesehatan, membawahkan :

1. kepala Seksi Perencanaan dan pendayagunaan;

2. Kepala seksi Pendidikan dan pelatihan;

3, rebala Seksi Rgistrasi dan akrcditas'

Paragraf I
Selsi Percnenaan dan Pendayagunaan

Pasal {O

Kepala seksi Perencanaan dan pendayagunaan mempunyai fugas menehpkan jenis, iumlah,

dan kulifikasi tena} kesehatan, penetapan dan pemindahan tenaga kesehabn strategis,

i"nugu tertentu tndtu kecamatan siola na-Uupaten dan pembinaan tenaga kesehabn'

Pasal 41

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala seksi Perencanaan

dan Pendayagunaan menyelenggarakal tlgti.'
1. perencanaan :enii, jirn*ufr*dun kulififasi Bnaga kesehahn sesuai dengan kebutuhan

pembanEunan keehatan;
2. perencanaan tenaga kesehatan strategis, analisis pemindahan tenaga tertentu antara

kecamatan skala kabupaten;
3. Penyusunan rencana pembinaan tenaga kesehaEn;

4. penyusunan renctna pendayagunaan kesehahn tertenttr dan strategis;

5. pembinaan, p"ngindilian, mo-nitoring, evaluasi da1 pelaporan pelaksanaan tugas; dan

6. Melaksanakan iug.r lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Perahrran Perundang

Undangan Yang berlaku.



Pangraf 2
Sekti Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 42

Kepala Seksi Pendidikan dan Pelauhan mempunyai tugas menyusun rencaryl pendidikan dan

p"Eiitr.n fungsional dan teknis, pengadaan'tenaga keseha6n dan peningkahn kemampuan

tenaga kesehatan.

Pasal43

untr-rk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, Kepala seksi Pendidikan

dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencani[rogram penOiaikan dan pelatihan fungsional dan teknis;

2. Penyusunan rencana ban prqram pembinaan pendidikan dan latihan;

3. Pela'ksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan;

4. Penyusunan rencana pembinaan tenaga kesehaEn tertentu dan strategis;

5. perencanaan t*ugu kesehatan ssuai dengan jenis, jumlah dan kualifikasi yang

dibutuhkan;
6. pe*ngkata;r kemampuan Bnaga kesehabn sesuai dengan kebutuhan pembangunan

kesehatan;
7. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelapomn pelaksanaan tugas; dan

g. Melaksanakan ti,gar lain yang OiUerit<an pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang

Undangan Yang berlaku.

Paragmf 3
Seksi Rqistrasi dan Akreditasi

Pasal 44

Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugal menyiapkan bahan dan menyusun

Fencana akreditasi diklat tenaga kesehatan, registrasi dan sertiffkasi tenaga kesehatan dan

pembinaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal4!i

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Kepala *ksi Registrasi dan

Akeditasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan renJJna akeditasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;

2. Regisfiasi dan sertifikasitenaga kesehatan;

3. Pelaksanaan pembinaan akedibsi pendidikan dan pelatihan;

4. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan;

5. pem'binaan, pengendbtian, monitoring, evaluasidan pglapomn pelalcanaan U]gas; dan

6, Melaksanakan tirgas lain yang diberikan pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang

Undangan yang berlaku.
7.

Bagian Keenam
Bidang laminan dan Sarana Keehatan

Pasal 46

Kepala Bidang laminan dan Sarana Kesehatan mempunyaitugas menyelenggarakan bimbingan

Oair pengenialian jaminan kesehatan, pelayanan sarana dan peralabn kesehahn dan

pembiayaan serB penyelenggarcan kefarmasian.



Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam pasal 46, Kepala Bidang Jaminan

Su*nu Kmehahn menyelenggarakan fungsi

1. Penyelenggaraan jaminan fesefratan",n"tip'ti kepesel€an' pemeliharaan kerehaEn dan

pembiaYaan kesehatan lainnYa;

2. henyetenggaraan dan pembinaan promosi kesehaEn;

3. Penyelengg.raun siarana dan peralatan kesehatan meliptrti perencanaan' pengadaan dan

pendistribusian;
4. irenyelenggaman kefarmasian;

5. ttenyusun pdoman pelaksanaa.n kegiatan;

6. pembinaan, p"ng"nAlii*, *onitorin!, evatuasidan relapotn pelaksanaan tugas; dan

7. Meraksanakan hgas rain yang oii.rikun pimpinan irerdasarkan peraturan perundang

Undangan Yang berlaku.

Fasal 48

Kepata Bidang laminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :

1. Kepala seksilaminan Kesehatan;

2,. fepala *ksisarana dan Peralatan Kesehabn;

3. Kepala Seksi Kefannasian.

Paragraf 1
Seksi laminan Kehahn

Pasal 49

Kepala seksi Jaminan Kesehahn mempunyai &rgas menggali pembiayaan kesehatan,

p.l,nin.un dan informasi jaminan kesehaan sefta monitoring dan evaluasi pelaksanaan

jaminan kesehatan.

Pasal 50

untuk meraksanakan tugas sebagaimana dimaksud daram pasar 49, Kepala seksi laminan

Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

f. 
-eenggalian 

iemU-iayaan kesehatan 56tsumber dari maqyarakali

Z. PehJaanaan pemUiayaan keshatan bersumber APBD, APBN dan BLN;

3. pelaksanaan upaya femhinaan, penyebarluasrl informa$ tentang jaminan kesehatan;

4. Penyelenggafttan dan pembinaan promosi kesehatan;

5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas plaksanaan jaminan kesehatan;

6. Menyusun pedoman pelaksanaan u;gas;

l. pembinaan, pengendllian, monitoririg, evaluasidan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g, Melaksanakan 6,gur lain yang didirikan pimpinan berdasartan Peraturan Perundang

Undangan Yang berlaku.

Paragraf 2
Seksi Sarana dan Emlatan Kqsehatan

Pasal 51

Kepala seksi sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai firgas menyelenggaralon dan

membina pengelolaan sarana dan peralahn kesehatan'

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, Kepala Seksi Sarana dan

Peralatan Kesehatan menyelenggarakan fungsi

L, Penyusunan rencana kerja seksi,sarana dan peralatan kesehatan;

2. penyiapan oarran-eerumusan keb'rjakan teknis pengelolaan sarana dan pralatan kesehatan;



4.
5.
6.

3. Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengelolaan sarana dan peralatnn

kesehatan;
Penyelenggaraanpemeliharaansranadanperalatankesehatan;
pembinaan, p"ng"ndilian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

Melaksanakan tugas lain yang aiUeiif<in pimpinin berdasarkan Peraturan Perundang

Undangan Yang berlaku.

Paragmf 3
Seksi Kef;armasian

Pasal 53

Kepala seksi Kefarmasian mempunyai tugas pembinaan kefrrmasian, makanan, minuman dan

Uilran berbahaya serta pengobatan dan obat tradisional.

Pasal 54

Unhrk meraksanakan tugas sebagaiman dimaksud daram pasar 53, Kepala seksi Kefannasian

menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencani dan prqram pembinaan kdarmasian, makanan dan bahan berbahaya

t"ttu p"ngobahn tradisisnal dan obat tsadisional;

2. Penyusunan rencana dan program pengadaan obat unhrk kebutuhan program dan buffier

stock;
3. pelaksanaan pengendalian / pengawasn kefiarmasian, makanan dan bahan berbahaya

serta pengonaAn tradisional dan obat tradisional;

4. Pelaksanaan pen'gad;rtU g"tOit6ibusian, penyimpanan, pengawasan' pengendalian obat

unhrk kebuh.rhan prcgram dan buffier stock i
5. pembinaan, p"ng[nOilian, monitoring, evaluasidan pelaporan pelaksanaan hrgas; dan

6. Melaksanakan tirgrs lain yang AiGrifan pimpinan berdasarkan Perahtran Perundang

Undangan Yang berlaku.

Bagian l{etuiiuh
Unit Pelaksana Te*nis Dinas (UP[D)

Pasal 55

1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Keehatan.

i) UpTD dipimpin orcn seirang kepala UPTb yang dalam melaksanakan tugasnya berada

dibawah'dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas'

Bagian KedelaPan
KelomPok Jahahn Fungsional

Pasl55

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai h.rgas melaksanakan *bagian tugas Dinas

Kesehatan sesuai dengan keahlian.

2) lenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebufirhan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 57

1) Kepata Dinas Kesehatan melaksanakan tugas relalu menerapkan prinsif kssrdinasi,-t 
integras.i, sinkonisasi dan mengkoordinasi bawahannya masing-maslng serh memberikan

bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan ugas;

zl para ietatcsani Dinas Kesehatan mela-ksanakan {gasnya. selalu berpedoman pada
-' peraturan perundang Undangan yang berlaku se*a bimbingan dan petunjuk atasan.



BAB VI
KETENTUAil PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka lfe,Rutusan 
Bupati N9.m9t 13 Tahun 2009

tenhng Tugas pokok d;; Fungsi Dinas r.r.n.an Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan

tidak ber'laku lagi.

Pasal 59

PeraturanBupaUinimulaiberlakusejaktanggaldiundangkan.

Agarsetiapoltlngmengetahurv.,ry-"'"lPllapengundanganPeratumnBupaUinidengan
Gil;;unnya ialam 

-Beria 
Daerah Kabuparen Katingan.

Diundangkan di
p.J, turiggrl, *7 A$u*tue toLL
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